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BUPATI PESAWARAN
PROWVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR?®7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang

p

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Bacdan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masvaraka® di daerah agar berjalan lancar. tertib, berdayaguna,
Gar. Derhasiguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupan:

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan s:bagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Rerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8):

2. Undang-Undang Nomor 33 Takun 2067 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Repudtlk Indonesia Tahun. 2007 . Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

[#%

~ngang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor !5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398),;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namor B Uy

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398); ’

Undarng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
HNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Namor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 058/). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
herja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor '20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagajmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomar 187. Tambahan Lembaran Negara
republin Indonesia Nomor 6402),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Rerita Negara Republik Indonesia Tabhun 2018
Nomor 157);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Peaoman Yembentukan dan Klasifikas) Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaarn
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 );

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal [

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran,

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawarari.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
ketaidayvaan Kabupaten Pesawaran

f Satuan Pendidikan adalah Umit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan

Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuyan Pendidikan Non Formal di
Kabupaten Pesawaran.

7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok

Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal mehpun
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
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" 8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
disingkar SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

A naten .i“"'-i'l',\-.'Til"

10.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Neger yang selanjutnya disingkat SPF
SU Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya
disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Megeri di Kabupaten Pesawaran.

13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNP SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan program pendidikan non formal,

14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

¢ “udind ; A vang ditupkan untuk mengembangkan kemampuan peserta

i ey T

thidin.

I5. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

16. Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Feraturan Bupati ini dibentux UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendidikan pada Dinas. terdin atas -

a  SPF TK Negen:

L. SPF 8D Negen;

c. SPF SMP Negeri; dan

d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar,

(2) Nomenklatur UPTD Satyan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB II1
KEDUDUICAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

CITTL) Satuan Pendidikan
unsur peiaksana teknis Din
a.

sebagaimana dimaksud dalam P
s yang melaksanakan :
kegiatan teknis operasional; dan/atau

asal 2 merupakan

b. kegiatan teknig penunjang tertentu,

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan,

(3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Fo

mal adalah Kepala Sekolah
berkedudukan dib

yang
awan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF
sesuai dengan ketentuan perundang-und

angan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Sustinan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdini dari :
a. Kepala Sekolah;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
¢. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan

sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) UPTD. Satuan Pendidikan adalah K

epala’ Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

(2) UPTD Satuan Pendidikan galam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :

a. melaksanaan dan Pengaturan proses belajar mengajar;
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b. melaksanakan pembtinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.

¢. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga
kepenclidikan d sekolah,

. - 1
b s U vl tal s melahdon peseria didik,

v melacsanakan administras) ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.

g. melaiksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

(1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
Jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2] Kepala Sekolah memiliki fungsi :

@ mergorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi prases
Kegiatan belajar mengajar:

b. menvelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan,  kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan

€. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan,

Baglan Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuaj dengan keahlian dan kebutuhan yang
dalam melaksanakan tugasnva herada dihawah dan bertanggung jawab kepada

NUietia oekolal

(<) helompek Jabatan Fungsional sebagaimane dimaksud pada ayat (1) mempunyai
fungsi : ’

a. melaksanakan pembuyatan perangkat pembelajaran;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

c. melaksanakan kegiatan penilajan dan evaluas; kegiatan proses pembelajaran;
melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian; |

menyusun dan melaksanakan pProgram perbaikan dan pengayaan:
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(2)

(3)

(4)

(1]

(2)

f. melaksanakan pengimbasan pengetahan kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar;

Auhatiakat pembunta alat p(‘]-illulélﬂﬂilal peraga,

mrnumbubkembangkan sikap dan pengembangan karakter posinf peserta
didik;

. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung
jawabnya;

). membuat catatan tenitang kemajuan hasil belajar;
mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
. melaksanakan tugas lain sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8
Velnmreal lahatan Pelaksaria sehagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf ¢
Merupekan  tenaga  keoendidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan dan pelayanan (ekms untuk menunjang proses pendidikan pada

Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari -
a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Keuangan;

c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan

d

- Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan Perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, Jenis, kebutuhan dan beban
kerja.
BABV
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam rangka percepatan dan efisiens; serta k
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah,
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai ynit ke
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin ole

oordinasi layanan administrasi
dibentuk Koordinator Wilayah

rja non struktural pada setiap
h seorang Koordinator.

disampingltugasnya sebagai pejabat fungsional, atay dari Pegawai Aparatur Sipil
Negara lainnya yarig berpengalaman di bidang Pendidikan dengan pangkat
minimal Ill/c,
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(4]

(6)

(1)

(6)

P tator Wadas ah hecamatan Bidang Pendidikan scbagaimana dlrn_nksud pada
wat (o changkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
prisetujuan Bupau

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur
Sipil  Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan,

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
Satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

Koordinutor Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). mempunyai fungsi

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dj wilayah kerjanya;

b melaksanakan pengadministrasian syl kenaikan pangkat dan angka kredir
P dan ienaga kependidilean,

“ melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya:
d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

€. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar
unit lainnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing

ar Dulaoreradi pem IMEanga-agar mengambil langkah-langkah Yang diperlukan,

Senap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasi bawahar masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematyhij petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu,

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atzsan, tembusan laporan

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja,
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BAB VII
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasgal 12
Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 7.0
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 13

Prratiran Rupati ini mulai herlaku sejak ranggal diundangkan

Apar setap oreng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Janmart 2022

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuari 2022

Plh. SEKRETARIS DAE K%ATEN PESAWARAN,

V"
rd

S R
BERITA DAEFAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 528
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13 [SDN 13 WAY RAT Al ~[UPTD SDN 13 WAY FATAI | Desa Sumber Jaya WAY RATH 10801145 -
14 | SDN 14 WAY RATAI . UPTD SDN 14 WAY PATAI ! Candi Sari, Gunung Pejo WAV PAT# 10810637 __
1S | SDN 15 WAY RATAI | UPTD SDK 15 WAY RATAI 'Banyu Mas, Caringin Asri  WAY FATA | 10200215
16 [SDN 16 WAY IKAIAI 1 GPTD SDN 16 WAY RATAI | Desa Harapan Jaya CWAY RATA 1 19250405 |
17 |SDN 17 WAY RATAI UPTD SDN 17 WAY RATAI _ Cibalong, desa Bunut WAY RATA | 10200350 |

1 = ]
18 | SDN 18 WAY RATAI UPTD SDN 18 WAY RATA! I . | 10200292
19 | SDN 19 WAY RATAI UPTD SDN 1S WAY RATAI | Tangkil Rejo, Sumber Rejo WAY RATA! | 10800113 |
20 | SDN 20 WAY RATAI UPTD SDN 20 WAY RATAI | Gunung eari, Mulyosari WAY RATA! 10800132 |
21 |SDN 21 ‘ﬂ_l_h_Yif\'E_'A: UPTD SDN 21 WAY RATAI | Kaliawi Desa Gunung Rejo ~ WAY RATAI ! 10800205
22 |SDN 22 WAY RATA! LIPTD SDN 22 WAY RATAI | Kalirejo Desa Wates WAY RATA | 10800119 |
23 | SDN 23 WAY RATAI UPTD SDN 23 WAY RATAI | Desa Poncorejo, Way Ratai = WAY PATA! | 69990967 |
2. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN PESAWARAN
_ = o !
KECAMATAN GFDONG TATAAN |
= Nama Sekolah N i o
- = Alamat SBekolah Kecamatan KPSH
Sebelum Pembahan Sesudah Perubahan
1 | SMPN 1 PESAWARAN UPTD SMPN 1 PESAWARAN Desa Bagelen GE‘.DO’"G TATAAN 10800527
2 |SMPN 2 PESAWARAN UPTD SMPN 2 PESAWARAN Desa Hanura | TELUK PANDAN 10800518
3 | SMPN 3 PESAWARAN UPTD SMPN 3 PESAWARAN J1. Raya Pasar Lama | KEDONDONG | 10800523
4 | SMPN 4 PESAWARAN UPTD SMPN 4 PESAWARAN Desa Way Ratai | PADANG CERMIN | 10800544

5 | SMPNS PESAWARAN UPTD SMPN 5 PESAWARAN Desa Kota Dalom | WAY LIMA | 10810947

6 | SMPN 6 PESAWARAN UPTD SMPN 6 PESAWARAN Desa Trimulyo | TEGINENENG | 10810616 |

7 | SMPN 7 PESAWARAN UPTD SMPN 7 PESAWARAN Desa Lumbirejo . NEGERI KATON 10800519 |
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GEDOu‘“ TATF 103l 1574+

30 [ SMPN 30 PESAWARAN UPTD SMPN 30 PESAWARAN Jesss ¥ay Layap
Féi SMPN 31 PESAWARAN UPTD SMPN 31 PESAWARAN  sa Simbaretno | NEGERI KATOM 10814574
| 32 | SMPN SATAP 3 PESAWAR 4% UPTD SMPN SATAP | PESAWARAR _sss Vargodadi | WAY Lixa 10810556 |
33 | SMPN SATAP 4 PESAWARAN - UPTD SMPN SATAF 2 PESAWARAN icss Sumberjaya WAY RATAI 10814581 |
34 | SMPN SATAP S PESAWARAN ~ UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN Dess Sinarjati TEGINENENG 10811582 |
35 | SMPN SATAP 6 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 4 PESAWARAN | Dess Pulau Legundi PUNDUH PEDADA 10814572 ']
36 | SMPN SATAP 7 PESAWARAN ~ UPTD SMPN SATAP 5 PESAWARAN | Dess Way Kepayang KEDONDONG 10814572
37 | SMPN SATAP 8 PESAWARAN ~ UPTD SMPN SATAP 6 PESAWARAN | Desa Pulau Pahawang MARGA PUNDUH 10814583 |
38 | SMPN SATAP 9 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN | Desa Sangun Sari NEGERI KATON 10814575
39 | SMPN SATAP 10 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN | Desa Negeri Ulangan Jaya | NEGER! KATON 10814629 |
40 | SMPN SATAP 11 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 9 PESAWARAN | Desa Talang Mulya TELUK PANDAN 69978818
(41)| SMPN SATAP 12 PESAWARAN  UPTD SMPN SATAP 10 PESAWARAN Dess Sumber Jaya WAY RATAI 69978817
42 I SMPN SATAP 13 PESAWARAN gggﬁﬁmsmap 11 | Pesa Tanjung Agung TELUK PANDAN 59986951
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